
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 58 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 75 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

SERTA TATA K E R J A BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur 
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksankan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan, maka guna tertib administrasi, efektifitas, dan 
efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 
Tahim 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huru f a, perlu menetapkann Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susiman Organisasi, 
serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5679); 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksankan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 
Tahun 2016 Nomor 4); 

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahim 2016 Tentang 
Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 75 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN 
ORGANISASI, SERTA TATA K E R J A BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahim 2016 
tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja 
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan selengkapnsra berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penelitan dan 
pengembangan d i bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusiman kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan 

kabupaten; 
b. penyusiman perencanaan program dan anggaran penelitian dan 

pengembangan pemerintahan kabupaten; 
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten; 
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah 

kabupaten; 
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 



f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan d i kabupaten; 

g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan 
lingkup pemerintahan kabupaten; 

h . pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah 
kabupaten; dan 

i . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Ketentuan Pasal 7 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal7 
Sekretariat mempimyai tugas memberikan pelayanan administratif dan 
teknis kepada semua imsur d i lingkungan Badan Penelitin dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten. 

Ketentuan Pasal 8 diubab dan selengkapnjra berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8 

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerjasama 
penelitian dan pengembangan; 

b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan 
urusan akuntansi dein pelaporan keuangan; 

c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan 
dalam, perlengkapan dan pengelolasm aset, serta urusan perpustakaan 
dan dokumentasi; 

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan 
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Ketentuan Pasal 15 diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian 
dan pengembangan d i Bidang Sosial dan Pemerintahan. 

Ketentuan Pasal 16 buruf diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 16 

Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: 
a. penjdapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran 

penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan; 
b. penjdapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan d i bidang 

sosial dan pemerintahan; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan d i bidang sosial 

dan pemerintahan; 
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan; 



e. penyiapan bsihan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan 
pemerintahan; 

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan 
pengkajian peraturan; 

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitisin bagi warga negara asing 
un tuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; 

h . pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan 
i . pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 19 

(1) Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan yang terkait dengan 
sosial dan budaya. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan pen5dapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan d i 
bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek: sosial, pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana, dan kesehatan; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

8. Ketentuan 21 ayat (2) diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan 
Pemerintahan yang terkait dengan kependudukan, pemberdayaan 
masyarakat dan desa. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 
di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
meliputi aspek-aspek : administrasi kependudukan dan pencatatan 
sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan 
desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur 
desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat desa dan 
Badan Usaha Mil ik Desa; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubab dan selengkapnsra berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan 
Pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pengkajian peraturan. 



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan d i 
bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek : 
otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, 
ketatalaksanaan, aparatur, reformasl birokrasi, ketenteraman, 
ketertiban u m u m dan perlindimgan masyarakat, penyiapan bahan 
perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru 
dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturain, melakukan 
pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta fasilitasi 
pemberian rekomendasi penelitian bagi wai^a negara asing untuk 
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

10. Ketentuan Pasal 25 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
penelitian dan pengembangan d i Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 

11. Ketentuan Pasal 26 diubab dan selengkapnya bexbunyi sebagai berikut: 

Pasal 26 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan penjrusunan kebijakan teknis, program, dan anggarsin 

penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; 
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

ekonomi dan pembangunan; 
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi 

dan pembangunan; 
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan d i bidang ekonomi dan pembangunan; 
e. penjdapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 

dan pengembangan pemerintah daerah d i bidang ekonomi dan 
pembangunan; 

f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan 
g. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 29 

(1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terkait dengan ekonomi. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di 
bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek: penanaman modal, koperasi, 
usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan 
Usaha Mil ik Daerah; dan 



b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

13. Ketentuan Pasal 31 ajrat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan d i 
bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-
aspek: pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan 
hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan 
perkebunan; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubab dan selengkapnxra berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 33 

(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
yang terkait dengan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan d i 
bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-
aspek: perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, 
pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan 
informatika; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

15. Ketentuan Pasal 35 diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 35 

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian 
dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan d i bidang Inovasi dan 
Teknologi. 

16. Ketentuan Pasal 36 diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

Bidang Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi: 
a. pen3dapan bahan penjnasunan kebijakan teknis, program, dan anggaran 

penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan d i bidang 
inovasi dan teknologi; 

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan 
metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; 



c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan d i bidang 
inovasi dan teknologi; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi d i 
bidang inovasi dan teknologi; 

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan 
teknologi; 

f. penjdapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang 
inovasi dan teknologi; 

g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di 
bidang inovasi dan teknologi; 

h . penjdapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil 
kelitbangan; 

i . pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan 
j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badain sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

17. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah dan selenglcapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 39 

(1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait 
dengan inovasi dan pengembangan teknologi. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 
perekayasaan d i bidang inovasi dan teknologi; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

18. Ketentuan Pasal 41 diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 41 

(1) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas bidang inovasi dan teknologi yang terkait 
dengan difusi inovasi dan penerapan teknologi. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi 

serta evaluasi pelaksanaan kegiatan u j i coba dan penerapan rancang 
bangun/model replikasi dan invensi d i bidang difusi inovasi dan 
penerapan teknologi; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

19. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubab dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 43 

(1) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Inovasi dan Teknologi yang terkait dengan 
diseminasi kelitbangan. 



(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. melakukan penjdapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, 

prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan 
diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan 
Intelektual; dan 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan. 

Pasal 11 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 20 - 7 - 2018 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 20 - 7 - 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs.SUKO WIYONO, BfM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 58 


